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PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

cerai talak antara:

Xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten

Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan

xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten

Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan
surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2017, yang diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor
xxx/Pdt.G/2017/PA.Sth. pada tanggal 10 Januari 2017 dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember 2008
di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxx/33/X11/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Binjai;
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2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda

sedangkan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 1 (satu)
tahun, kemudian pada tahun 2009 Pemohon dengan Termohon pindah ke

rumah milik Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai

keturunan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada
awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara
Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga disebabkanTermohon menjalin cinta lagi dengan laki-
laki lain dan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan
Pemohon serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang
suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah
mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon
jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih
bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk
memenuhi keinginan Termohon serta agar Termohon lebih menghormati
Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi
Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika
pertengkaran terjadi Termohon sering menghina dan mencaci-maki
Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon
tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon pernah beberapa
kali menampar Pemohon, akibatnya sekitar awal tahun 2016 antara
Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke
rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan

Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon di alamat Termohon
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tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum

pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut
pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang
menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta
memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili

dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan

perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR :
- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir
di persidangan secara in person;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 14 Februari 2017, telah
mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan

terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 10 Jganuari 2017;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

persidangan pada tanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan
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tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon

pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan
tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan

Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis
Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan
permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 14 Februari 2017

yang telah diajukan Pemohon bertanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah
Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah

pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan

pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok
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perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang
menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak
diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan

permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan
Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register

nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan
Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;
Mengingat:
1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv;

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang

berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan perkara register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 10

Januari 2017 dicabut oleh Pemohon.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah

Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam

sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017
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Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Kami
Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua, Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah
Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra.
Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Rohyan, S.H. dan Dra.
Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan

Termohon.
Hakim Anggota Hakim Ketua
Rohyan, S.H. Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2 Biaya ATKRp.50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 255.000,-
4 Hak RedaksiRp. 5.000,-
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5. Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp.346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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